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ABSTRAK 

 

Sewa menyewa Sewa menyewa adalah perjanjian timbal balik antara dua 

pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan barang kepada pihak lain untuk 

digunakan selama waktu tertentu, dengan imbalan pembayaran harga yang telah 

ditetapkan. Wujud interaksi dapat berupa suatu perbuatan hukum yang pada 

prinsipnya hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainya. 

Hubungan hukum dapat terjadi sesama subjek hukum ataupun subjek hukum 

dengan benda. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai 

berikut: Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum 

dalam praktek sewa menyewa mobil di desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji 

Raya, OKI. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap faktor - faktor perbuatan 

melawan hukum pada sewa menyewa kendaraan mobil. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui implementasi sewa - menyewa mobil pribadi di Desa 

Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, OKI. Untuk mengetahui bagaimana 

tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa mobil. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan sifat 

penelitian deskritif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

primer adalah pemilik sewa dan penyewa mobil, sedangkan sumber data sekunder 

yaitu jurnal, artikel, skripsi, yang berkaitan dengan sewa menyewa mobil. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik 

analisis data dilakukan dengan menetapkan tujuan dan pertanyaan, 

mengumpulkan data, membersihkan data, menganalisis data, dan 

menginterpretasi, memvisualisasikan data dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Sewa menyewa, Sewa menyewa dalam KHES, 

Perbuatan melawan hukum, dan Tanggung jawab dalam sewa menyewa. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik sewa menyewa mobil pribadi 

yang terjadi di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, OKI. Telah terjadi 

perbuatan hukum yang dilakuhkan oleh pihak penyewa mobil. Faktor yang 

menjadi penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum antara lain: telatnya 

pengembalian mobil, terjadi kerusakan pada mobil yang disewa, dan tidak 

dikembalikanya mobil yang disewa. Sehingga menimbulkan kerugian bagi 

sipemilik sewa. 

Kata kunci : perbuatan melawan hukum, sewa menyewa, KHES
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MOTTO 

 

َ قَرْضًا  وْرٌ حَلِيْمٌٌۙ اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰه
ُ
ُ شَك مْْۗ وَاللّٰه

ُ
ك

َ
مْ وَيَغْفِرْ ل

ُ
ك

َ
ضٰعِفْهُ ل  ١٧حَسَنًا يُّ

Artinya: Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Dia 

akan melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampunimu. Allah 

Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun. (QS. At-Tagabun : 7) 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sewa menyewa pada masa sekarang sangatlah banyak, kita dapat 

menemui hampir diseluruh wilayah Indonesia seperti sewa menyewa mobil. 

Wujud interaksi dapat berupa suatu perbuatan hukum yang pada prinsipnya 

hukum mengatur hubungan antara satu orang dengan orang lainya. Hubungan 

hukum dapat terjadi sesama subjek hukum ataupun subjek hukum dengan 

benda.
1
 Perbuatan hukum adalah hubungan yang yang diatur oleh hukum, hak 

dan kewajiban saling berkaitan dengan hubungan tersebut dan kegagalan 

untuk mematuhi hukum dapat mengakibatkan sanksi hukum.
2
 

 Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), untuk 

melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi rukun yang telah 

ditentukan. Rukun sewa- menyewa adalah pihak yang menyewa (musta’jir), 

pihak yang menyewakan (mu’ajir), benda yang disewakan (ma’jur), dan akad. 

Pada pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang “Ijarah 

yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran”
3
. 

Perjanjian sewa meyewa terdapat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata pada pasal 1548 KUH Perdata yang berisi “Suatu perjanjian 

dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk 

                                                           
1
 R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cet.9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 269. 

2
 Purwahid Patrik, Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan 

dari undang-undang) (Bandung: Mandar Maju, 1994), 96. 
3
 Jealous Alviola Iskantry, “Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),” t.t., 4. 
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dipakai selama jangka waktu tertentu sedangkan pihak lainya menyanggupi 

akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu 

waktu yang ditentukan”.
4
 Perjanjian sewa menyewa biasanya dilakukan secara 

lisan maupun tertulis, berikut kategori Perbuatan melawan hukum yaitu : 

Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum 

tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), dan perbuatan 

melawan hukum karna kelalaian. 

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil adanya tanggung jawab antara 

pemilik sewa dan penyewa, yang menjadi tanggung jawab pemilik sewa 

adalah menyerahkan barang kepada penyewa untuk dinikmati kegunaanya dan 

bukanya menyerahkan hak milik atas barang tersebut, pemilik sewa juga 

menentukan harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa. Sedangkan yang 

menjadi tanggung jawab penyewa adalah merawat dan menggunakan barang 

yang di sewa dengan sebaik baikya, membayar harga sewa pada waktu yang 

telah disepakati, dan mengembalikan barang pada akhir masa sewa dalam 

keadaan seperti sedia kala.
5
 Faktor-faktor perbuatan melawan hukum meliputi: 

Adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya 

kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya 

hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian. 

Pengertian sewa menyewa menurut Subekti memberikan pendapat 

bahwa sewa menyewa yaitu “Pihak yang satu menyanggupi akan 

                                                           
4
 Rahayu Hartini, Hukum Komersial, Cetakan kelima (Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2018), 44. 
5
 Harris Cahya Fadila, “Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil 

di ngabar ren tcar,” 2023, 35. 
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menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, 

sedangkan pihak yang lainya menyanggupi untuk membayar harga yang telah 

disepakati”. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap yaitu “sewa menyewa 

adalah persetujuan anatara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. 

Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada 

pihak yang menyewa untuk dinikmati sepenuhnya”. Sebuah perjanjian dapat 

menyebabkan adanya akibat hukum, akibat tersebut dapat terjadi apabila telah 

mencapai kata sepakat.
6
  

Macam-macam unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum 

adalah sebagai berikut:
7
 

1.  Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan 

2.  Adanya konsekuensi dari perbuatan 

3.  Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan 

konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan 

tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut. 

4.  Pada hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan 

kesengajaan tersebut, “rasa keadilan” meminta kepada hukum agar hukum 

lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal 

ini, hukum lebih menerima pendekatan yang “OBYEKTIF”.  

                                                           
6
 Joni Emirson dan Muhammad Sadi, Hukum Kontrak, Pertama (jakarta: Kencana, 2021), 

62. 
7
 ony dyah, “Faktor penyebab perbuatan melanggar hukum,” ilmu hukum (blog), 15 Mei 

2011. 



4 
 

 
 

5.  Penggunaan pendekatan yang “OBYEKTIF” terhadap akibat dari 

perbuatan kesengajaan tersebut, membawa konsekuensi-konsekuensi 

yuridis. 

Macam-macam unsur kelalaian dalam perbuatan melawan hukum 

adalah sebagai berikut: 

1.   Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya 

dilakukan. 

2.    Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care. 

3.    Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut. 

4.  Adanya kerugian bagu orang lain. 

5.  Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan 

perbuatan dengan kerugian yang timbul. 

Namun pada kenyataannya tidak semua perjanjian sewa menyewa 

dilaksanakan sesuai kesepakatan, terkadang dari salah satu pihak tidak dapat 

memenuhi kewajiban sesuai yang disepakati dalam perjanjian tersebut. 

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh peneliti telah terjadi suatu 

perjanjian sewa menyewa mobil, adapun masalah yang terjadi adalah 

ketidaksesuaian dalam perjanjian tersebut karena adanya kelalaian ataupun 

kesengajaan. Seperti yang terjadi pada Desa Dabuk makmur, Kecamatan 

Mesuji Raya, OKI tempat sewa menyewa mobil milik pribadi bapak Deni Nur 

Cahyadi. Setelah peneliti melakukan survey di tempat sewa menyewa mobil 

milik bapak Deni Nur Cahyadi terdapat permasalahan yang terjadi pada usaha 

sewa menyewa mobil dari pihak penyewa, yaitu dengan melakukan perbuatan 
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melawan hukum tidak dikembalikan mobil yang disewa kepada pemilik usaha 

sewa menyewa. Akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut pihak pemilik 

usaha sewa menyewa mobil tersebut merasa dirugikan. Telah terjadi dua kasus 

yang serupa pada tempat sewa menyewa mobil pribadi milik bapak Deni Nur 

Cahyadi.
8
 Yang pertama terjadi Pada 12 mei tahun 2018 telah terjadi kasus 

pengalihan kendaran mobil sewa di tempat sewa menyewa mobil pribadi 

bapak Deni Nur cahyadi yang dilakukan oleh saudara Dimas yang mengaku 

warga ogan komering ulu, sebelum melakukan sewa menyewa bapak Deni dan 

saudara Dimas melakukan kesepakatan perjajian sewa menyewa dalam bentuk 

tertulis. Saudara Dimas menyewa mobil bermerek avanza dalam waktu dua 

minggu dengan tarif yang diberikan pemilik sewa pada kala itu sebesar dua 

juta rupiah (2.000.000), bapak Deni Nur Cahyadi baru menyadari bahwa telah 

terjadi pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pelaku setelah masa waktu 

yang diberikan kepada pelaku dalam perjanjian sewa menyewa telah berakhir 

namun pelaku belum mengembalikan mobil sewaan, Korban juga telah, 

menghubungi pelaku namun pelaku tidak dapat dihubungi, korban sempat 

menunggu beberapa hari untuk memastikan apakah benar pelaku melakukan 

perbuatan melawan hukum atau hanya telat melakukan pengembalian 

kendaraan mobil yang disewa, waktu itu korban hanya menunggu sekitar dua 

hari, setelah dua hari masih tidak ada kabar dari pelaku korban langsung 

melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang. Setelah dua bulan 

                                                           
8
 Deni nur cahyadi, wawancara, 16 mei 2024 
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kasus tersebut dilaporkan korban mendapat laporan dari pihak yang 

berwenang bahwa pelaku sudah diamankan. 

Kasus ke dua terjadi pada 2 januari 2021 sekitar pukul 13.00 WIB 

kejadian yang terjadi  hampir sama dengan kasus pertama hanya saja 

perjanjian yang dilakukan bapak Deni si pemilik sewa dengan sudara Diki si 

penyewa adalah lisan dan hanya menggunakan KTP dan foto penyerahan 

kunci sebagai jaminan, dalam perjanjian lisan tersebut pelaku menyewa mobil 

yang bermerek inova dengan jangka waktu satu bulan dengan harga yang 

harus dibayar adalah tiga juta lima ratus ribu rupiah (3.500.000), dikarnakan 

saudara diki adalah tetangga yang dikenal oleh bapak Deni sehingga bapak 

Deni menaruh kepercayaan kepada saudara Diki. Namun setelah waktu yang 

ditentukan dalam perjanjian telah habis korban menguhubungi pelaku dan 

sempat mengampiri keluarga korban, dan keluarga korban mengaku bahwa 

sudah hampir dua minggu si pelaku tidak memeberikan kabar kepada keluarga 

no hp pelaku tidak dapat dihubungi. Korban juga sempat memberikan waktu 

satu mimggu kepada pelaku untuk memastikan apakah pelaku benar-benar 

melanggar perjajian yang telah disepakati atau ada kendala lain, setelah 

korban menunggu namun masih tidak mendapatkan hasil korban langsung 

melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, pihak berwajib 

langsung memproses laporan tersebut, setelah beberapa bulan korban 

mendapat kabar bahwa pelaku sudah diamankan oleh pihak yang berwajib 

tepatnya 4 bulan setelah laporan di proses. Setelah pelaku diamankan dan 

diinterogasi oleh petugas diketahui pelaku secara sadar melakukan perbuatan 
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tersebut sehingga dapat disimpulkan teori yang digunakan untuk mengukur 

perbuatan tersebut adalah kepatuhan hukum yaitu kesadaran kemanfaatan 

hukum yang melahirkan bentuk “kesetiaan” masyarakat terhadap nilai-nilai 

hukum yang diperlukan hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk 

perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri. 

Ijarah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 

mendefinisikan ijarah yaitu sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan 

pembayaran. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang perbuatan melawan 

hukum terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap 

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk 

menggantikan kerugian tersebut.” Adapun unsur-unsur terjadinya perbuatan 

melawan hukum antara lain: adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya 

hubungan kasual antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan 

kerugian tersebut.
9
 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, peneliti 

tertarik untuk mengambil judul skripsi FAKTOR-FAKTOR PERBUATAN 

MELAWAN HUKUM DALAM PENGALIHAN KENDARAAN MOBIL 

SEWA PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalahnya sebagai berikut: 

                                                           
9
 Patrik, Dasar-dasar hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari 

undang-undang). 
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1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum 

dalam praktek sewa menyewa mobil di desa dabuk makmur Kecamatan 

Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor terjadinya 

perbuatan melawan hukum pada sewa menyewa kendaraan mobil? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Untuk Mengetahui Faktor apa saja yang terjadi pada Sewa Menyewa Mobil 

Pribadi Di Desa Dabuk Makmur Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering 

Ilir. 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa 

Menyewa Mobil. 

 

D. Penelitian Relevan 

1. Ismu Haidar skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi 

Dalam Praktik Sewa Menyewa Mobil” penelitian ini membahas tentang 

praktek sewa menyewa mobil yang diawali dengan mengisi formulir akad 

sebagai bentuk pernyataan kerelaan keduanya.
10

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum islam 

terhadap keabsahan akad dalam praktik sewa menyewa mobil dan untuk 

mengetahui bagaimana tanggung jawab mobil sewa yang hilang. Data yang 

diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, dan disajikan secara 

deskriptif. Hasil penelitian yang penulis lakukan dari beberapa perusahaan 

                                                           
10

 Ismu haidir, “Tinjauan hukum islam terhadap wanprestasi dalam praktik sewa menyewa 

mobil,” uin ar-raniry, 2018. 
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rental mobil yang ada di Kemukiman Lambaro Angan mengenai bentuk 

akad yang dilakukan, yaitu adanya isi dari akad tidak dijalankan 

sepenuhnya oleh penyewa dan tanggung jawab kehilangan mobil 

dibebankan kepada pihak pemilik rental sepenuhnya. 

Persamaan antara kajian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan 

terdapat pada jenis dan sifat penelitian sedangkan perbedaanya adalah 

penelitian terdahulu menggunakan hukum WANPRESTASI yaitu peristiwa 

hukum yang timbul dari tidak dilaksanakan suatu perjanjian. sedangkan 

peneliti sendiri menggunakan hukum KHES yaitu penyelesaiannya 

menggunakan hukum islam. 

Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu 

menggunakan hukum wanprestasi karna keterlambatan melakukan 

pengembalian barang yang disewa. Sedangkan penelian ini sendiri 

menggunakan khes dalam praktik sewa menyewa mobil dengan 

dilakukannya perbuatan melawan hukum tidak dikembalikanya kendaraan 

sewa. 

2. Widodo tesis “Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Dalam 

Perjanjian Sewa Menyewa Dalam Kendaraan Bermotor” penelitian yang 

dilakukan widodo menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yang 

mengarah pada tanggung jawab para konsumen terhadap perjanjian sewa 

menyewa kendaraan bermotor.
11

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa 

                                                           
11

 Agus suki widodo, “Tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa 

menyewa kendaraan bermototr,” Universitas diponegoro, 2024. 
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kendaraan bermotor, dan tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi suatu 

kerugian akibat wanprestasi, serta bila timbul resiko akibat terjadi 

overmacht dalam pelaksanaan perjanjian. Pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama sama 

membahas tentang peraktik sewa menyewa. 

 Perbedaaan dari penelitian ini adalah menggunakan teknik KHES, 

dan untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik kualitatif.  

3. Sahrul adjim, skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa 

Menyewa Kendaraan Mobil Gadai Di Azka Rent Car” penelitian yang 

menuju pada rent car, yang mana penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan praktik sewa menyewa mobil gadai pada Azka 

rent car, penelitian ini penelitian normatif untuk mengetahui bagaimana 

faktor wanprestasi dan penyelesaiannya pada Azka rent car. Azka rent car 

juga tidak luput dari kejadian wanprestasi yang tejadi, seperti adanya gagal 

bayar, ada kecelakaan dan ada juga barang kita digadaikan oleh orang yang 

menyewa
12

 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama sama 

membahas tentang peraktik sewa menyewa. 

 

                                                           
12

 sahrul adjim, “Tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa menyewa kendaraan mobil 

gadai di azka rent car,” uin snh banten, 2021. 
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Perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu bahasan yang di teliti yaitu 

tentang tinjauan hukum islam terhadap barang gadai yang disewakan, 

penyewa menggadaikan barang yang disewanya. Sedangkan penelitian saya 

yaitu fokus terhadap faktor faktor perbuatan melawan hukum terhadap 

sewa menyewa mobil pribadi menurut KHES, mengalihkan kepemilikan 

nama kendaraan sewa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Praktek Sewa Menyewa (Ijarah)  

Sewa Menyewa (Ijarah) adalah perjanjian pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertantu melalui 

pembayaran sewa/upah. Sedangkan Sewa Menyewa dapat diartikan sebagai 

perjanjian konseptual, artinya sebuah peranjian itu sah setelah terjadinya 

kesepakatan antara kedua para pihak terhadap hal yang disepakati mengenai 

barang dan harga. Dengan demikan menjadi kewajiban pihak terhadap 

penyerahan barang dan yang satunya berkewajiban untuk membayar. Akan 

tetapi dalam kontek ini barang yang diserahkan bukan menjadi hak milik akan 

tetapi hanya dinikmati atau di gunakan manfaatnya. Sewa menyewa diatur 

dalam pasal 20 angka 9 KHES yaitu tentang “Sewa barang dalam jangka 

waktu tertentu dengan pembayaran”.
1
 

Secara hukum usaha sewa menyewa mobil milik bapak Deni Nur 

Cahyadi sudah memenuhi persyaratan dalam menjalannkan usaha tersebut. 

Yang mana dalam peroses penyewaan mobil sudah menggunakan mekanisme 

registrasi untuk memenuhi perjanjian sebelum terjadinya sewa menyewa, yang 

didalamnya berisi tentang bagaimana proses penyelesaian antara kedua belah 

pihak. Akan tetapi berselang beberapa tahun pemilik usaha rental mobil tidak 

lagi melakukan sebuah registrasi yang didalamnya berisi sebuah perjanjian 

                                                           
1
 Iskantry, “Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).” 
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melainkan hanya melaksanakan akad secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis. 

a. Syarat-syarat menyewa  

Adapun syarat-syarat berkaitan dengan barang yang disewakan adalah:  

1. Mengetahui bentuk barang sewaan. 

2. Mengetahui jenis dan sifat manfaat. 

3. Mengetahui kadar manfaat. 

Sedangkan syarat-syarat bagi pihak orang yang menyewakan dan 

pihak penyewa adalah baligh (dewasa), berakal (orang gila tidak sah 

melakukan sewa menyewa), dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa). 

Ijarah atau persewaan itu ada dua jenis, yaitu: ijarah terhadap benda atau 

sewa-menyewa dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah.  

b. Sewa menyewa yang tidak bisa di batalkan 

Sewa menyewa tidak batal karena beralihnya kepemilikan barang 

dari orang yang menyewakan kepada orang lain. Misalnya, seseorang 

menyewakan rumahnya, kemudian ia menghibahkan atau menjual rumah 

itu kepada orang lain maka akad ijarah yang sudah dilakukan sebelumnya 

tidak batal. Disebabkan ijarah kembali kepada manfaatnya (bukan 

barangnya) sehingga tidak menghalangi proses transaksi jual beli 

barangnya. Sewa menyewa juga tidak batal karena meninggalnya salah 

seorang yang bertransaksi (penyewa atau yang menyewakan) atau 

keduanya. Akad sewa tetap berlaku sampai waktu sewa habis. Hal ini 

disebabkan, akad ijarah adalah akad mengikat yang tidak dapat dibatalkan 

karena kematian sama dengan jual beli dan ahli waris penyewa masih dapat 
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melanjutkan pemanfaata barang yang disewakan. Sewa menyewa pun tidak 

batal karena uzur (halangan) yang terjadi diluar hal yang diakadkan. 

Contohnya, seseorang menyewakan mobil sekaligus akan ikut menumpang 

pada saatnya, ia sakit dan tidak dapat ikut bersama dengan penyewa. 

Contoh lain, seorang menyewa mobil untuk berpergian kemudian dia sakit 

sehingga batal berpergian atau ia menyewa rumah untuk ditempati, namun 

kemudian secara terpaksa, ia harus bepergian (hingga belum sempat 

menempati rumah itu). 

c. Dasar Hukum Sewa Menyewa  

Para ulama fiqih mengatakan yang menjadi dasar kebolehan sewa-

menyewa adalah Al-Quran.  

 Landasan al-qur’an   

لَ  ُۡ ٌُهَّ حَ دَ لََٰ َۡ تُ يرُۡضِعۡهَ أَ لِدََٰ ََُٰ ٱلۡ ضَاعَةََۚ ََ يۡهِ كَامِلَيۡهِِۖ لِمَهۡ أرََادَ أنَ يتُِمَّ ٱلرَّ

ٍُهَّ بِٱلۡمَعۡرَُفَِۚ لََ تكَُلَّفُ وَفۡسٌ إِلََّ  تُ َُ كِسۡ ََ ٍُهَّ  لُُدِ لًَُۥ رِزۡقُ ُۡ عَلَى ٱلۡمَ ََ
 َُ عَلَى ٱلۡ ََ لَدِيَِۦۚ  َُ ُۥ بِ لُُدٞ لًَّ ُۡ لََ مَ ََ ٌَا  لَدِ َُ  بِ

ُُۢ لِدةَ َََٰ اَۚ لََ تضَُارَّٓ  ٍَ سۡعَ ارِثِ مِثۡلُ َُ

إِنۡ  ََ مَاَۗ  ٍِ رٖ فَلََ جُىَاحَ عَليَۡ َُ تشََا ََ مَا  ٍُ ىۡ لِكََۗ فَإنِۡ أرََاداَ فصَِالَا عَه ترََاضٖ مِّ ذََٰ

آ ءَاتيَۡتمُ  دكَُمۡ فَلََ جُىَاحَ عَليَۡكُمۡ إِذاَ سَلَّمۡتمُ مَّ لََٰ َۡ اْ أَ ُٓ أرََدتُّمۡ أنَ تسَۡترَۡضِعُ

 َ ٱتَّقُُاْ ٱللَّّ ََ َ بِمَا تعَۡمَلُُنَ بَصِيرٞ   بِٱلۡمَعۡرَُفَِۗ  اْ أنََّ ٱللَّّ ُٓ ٱعۡلمَُ ََ٣٢٢ 
 

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 

Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang 

kamu kerjakan.
2
 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan 

sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah 

menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh 

                                                           
2
 Al-quran dan terjemahan https://quran.nu.or.id/al-baqarah. 
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menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya 

atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan 

kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan 

yang berlaku, hendaklah ditunaikan. 

 Landasan KHES dan Undang - Undang KUH Perdata 

1.  Ijarah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 

20 mendefinisikan ijarah yaitu sewa barang dalam jangka waktu 

tertentu dengan pembayaran. 

2.  Pasal 251 berisi tentang rukun sewa menyewa yaitu adanya pihak 

yang menyewakan, pihak yang menyewa, benda yang disewakan, 

dan akad. 

3.  Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa sewa menyewa adalah 

suatu perjanjian dengan dimana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari 

sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan 

pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut . 

4.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 

akad Ijarah merupakan perjanjian penyediaan dana dalam rangka 

memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang, yang 

didasarkan pada transaksi sewa-menyewanya. 
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B. Sewa-menyewa Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat berbagai pasal yang 

mengatur mengenai sewa-menyewa diantaranya sebagai berikut:
3
 

Pasal 295  

1) Musta‟jir/pihak yang menyewa;  

2) Mu‟ajir/pihak yang menyewakan;  

3) Ma‟jur/benda yang diijarahkan;dan  

4) Akad  

Pasal 296 

1) Sighot akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas  

2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.  

Pasal 297  

Akad Ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan 

kesepakakatan. 

Pasal 298  

1) Akad Ijarah diberlakukan untuk waktu yang akan datang. 

2) Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkan hanya 

karena akad itu masih belum berlaku.  

Pasal 299  

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran 

yang lebih tinggi dari pihak ketiga. 

 

                                                           
3
 Amalia Aurani Rakhmah, “Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap sewa-

menyewa warung internet yang dilakuhkan oleh mumayiz,” 2022, 76. 
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Pasal 300  

1) Apabila musta‟jir menjadi pemilik dari ma‟jur maka akad ijarah berakhir 

dengan sendirinya. 

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah 

jama‟i/kolektif.  

Adapun syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah diatur dalam pasal:
4
 

Pasal 301 

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad 

harus mempunyai kecakapan hukum perbuatan hukum  

Pasal 302 

Akad ijarah dapat dilakukan tatap muka maupun jarak jauh  

Pasal 303  

Muajir haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya. 

Pasal 304  

1) Penggunaan ma‟jur harus di cantumkan dalam akad ijarah  

2) Apabila penggunaan ma‟jur tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka 

ma‟jur digunakan berdasarkan aturan umum kebiasaan 

Pasal 305 

Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal 

Pasal 306 

1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal 

                                                           
4
 Ibdi., 77. 
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2) Harga ijarah yang wajar/ujrah al-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan 

oleh ahli yang berpengalaman dan jujur. 

Pasal 307  

1) Jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan 

kesepakatan. 

2) Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran 

didahulukan, pembayaran setelah ma‟jur selesai digunakan, atau diutang 

berdasarkan kesepakatan.  

Pasal 308 

1)   Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali 

ditentukan lain dalam akad. 

2)   Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh mu‟ajir apabila pembatalan ijarah 

dilakukan olehnya  

3)   Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh mu‟jir apabila pembatalan 

ijarah oleh musta‟jir 

Pasal 309 

1) Musta’jir dapat menggunakan ma’jur secara bebas apabila akad ijarah 

dilakukan secara mutlak. 

2)   Musta‟jir hanya dapat menggunakan ma‟jur secara tertentu apabila akad 

ijarah dilakukan secara terbatas. 

Pasal 310 

Musta‟jir dilarang menyewakan dan meminjamkan ma‟jur kepada pihak lain 

kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. 
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Pasal 311 

Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak musta‟jir meskipun ma‟jur tidak digunakan. 

Pasal 312 

Pemeliharaan ma‟jur adalah tanggungjawab musta‟jir kecuali ditentukan lain 

dalam akad  

Pasal 313 

1)  Kerusakan ma‟jur karena kelalain musta‟jir adalah tanggung jawabnya, kecuali 

ditentukan lain dalam akad.  

2) Apabila ma‟jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalain 

musta‟jir, maka mu‟ajir wajib menggantinya. 

3) Apabila dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang 

bertanggungjawab atas kerusakan ma‟jur maka hukum kebiasaan yang berlaku 

dikalangan mereka dijadikan hukum.  

Pasal 314  

1) Apabila terjadi kerusakan ma‟jur sebelum jasa yang diperjanjikan diterima 

secara penuh oleh musta‟jir, musta‟jir tetap wajib membayar uang ijarah 

kepada mu‟ajir berdasarkan tenggat waktu dan jasa yang diperoleh.  

2) Penentuan nominal uang ijarah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan 

dengan musyawarah. 

Pasal 315  

1) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. 

2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, 

atau tahun. 
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Pasal 316  

1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan 

2) Waktu ijarah dapat berubah berdasarkan kesepakatan para pihak.  

Pasal 317 

Kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh musta‟jir, harus dibayar 

berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.  

Pasal 318  

1) Ma‟jur harus benda halal atau mubah 

2) Ma‟jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. 

3) Setiap benda yang dapat dijadikan objek bai‟ dapat dijadikan ma‟jur.  

Pasal 319  

1) Ijarah dapat dilakukan terhadap keseluruhan ma‟jur atau seabagiannya sesuai 

kesepakatan 

2) Hak-hak tambahan mus‟tajir yang berkaitan dengan ma‟jur ditetapkan dalam 

akad. 

3) Apabila hak-hak tambahan musta‟jir sebagaimana dalam ayat 2 (2) tidak 

ditetentukan berdasarkan kebiasaan 

Pasal 320 

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.  

Pasal 321 

1) Cara pengembalian ma‟jur dilakukan berdasrkan ketentuan yang terdapat 

dalam akad. 

2) Bila Cara pengembalian ma‟jur tidak ditentukan dalam akad, maka 

pengambilan ma‟jur dilakukan sesuai dengan kebiasaan. 
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C. Perbuatan Melawan Hukum 

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, 

ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan 

melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang 

lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang 

melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian 

kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan 

melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau 

di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan 

perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang 

berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum 

yang berlaku dalam lapangan hukum.
5
 

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan 

hukum sebagai berikut: 

1.  Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan  

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 

maupun kelalaian)  

3.  Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.  

Menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya Perbuatan Melawan 

Hukum, Pasca Sarjana FH UI merumuskan perbuatan melawan hukum harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan 

dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan 

                                                           
5
 “Perbuatan melawan hukuam (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata” Jurnal 

Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (1 September 2020): 54, 

https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651. 
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dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, 

keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
6
 

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum 

perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW).  Dimana bunyi dari Pasal tersebut 

adalah: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Dari uraian di atas unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan 

hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan 

dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 

1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan 

kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang 

dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya 

perjanjian.
7
 

Dalam referensi hukum Islam klasik (fikih) belum ditemukan 

kesepakatan para ahli hukum Islam tentang istilah maupun definisi 

operasional perbuatan melawan hukum. Syamsul Anwar menyebut istilah 

perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan 

istilah al-fi’lu al-dharar.(Syamsul Anwar, 2017) Istilah yang sama juga 

digunakan oleh Dimyauddin Djuwaini ketika menyebut perbuatan melawan 

hukum dengan istilah al-fi’lu al-dharar.(Dimyauddin Djuwaini, Secara 

                                                           
6
 Ibid.  

7
 Ibid., 55. 
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harfiah, al-fi’lu al-dharar, terdiri dari dua kata yaitu al-fi’lu yang bermakna 

perbuatan dan al-dharar yang bermakna merugikan. Dari rangkaian dua kata 

tersebut kemydian kata al-fi’lu al-dharar dijadikan padanan pengertian secara 

bahasa terhadap perbuatan melawan hukum. Semua perbuatan yang 

menyebabkan merugikan orang lain, masuk dalam perbuatan melawan hukum 

dalam Islam. Akibat perbuatan melawan hukum (al-fi’lu al-dharar) pelaku 

dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan menjadi 

sebab kerugian pada orang lain.  

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 mengenal perbuatan 

melawan hukum, baik secara positif maupun negatif, dan keduanya dapat 

dimintai pertanggungjawaban. Dalam Pasal 450 ayat (2) dan (3) KHES 

menyatakan bahwa perusakan dapat terjadi dengan perbuatan langsung dan 

tidak langsung, serta dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja. Perusakan 

yang dilakukan secara sengaja wajib membayar ganti rugi, dan perusakan 

tidak langsung yang terjadi karena kelalaiannya, wajib membayar ganti rugi.
8
 

 

D. Tanggung jawab dalam sewa menyewa  

Dalam perjanjian sewa menyewa adapun subjek dari perjanjian 

tersebut yaitu adanya pihak penyewa dan adanya pihak yang menyewakan. 

Yang menjadi tanggung jawab dari para pihak yaitu:
9
 

a) Tanggung jawab pemilik sewa adalah menerima harga sewa yang telah 

                                                           
8
 Panji Adam Agus Putra, “konsep perbuatan melawan hukum perspektif hukum ekonomi 

syariah” 4, no. 1 (2021): 60. 
9
 harris cahya fadila,tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa menyewa mobil di 

ngabar rent car; 35. 



24 
 

 
 

disepakati, adapun kewajiban pemilik sewa menurut KUH Perdata, 

adalah: 

1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 

ayat (1) Kuh Perdata) 

2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat 

dipakai untuk keperluan yang dimaksutkan (Pasal 1550 ayat (2) KUH 

Perdata) 

3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang 

disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata) 

b) Tanggung jawab penyewa  

1) Menggunakan barang sewa dengan sebaik baiknya 

2) Membayar harga sewa dengan harga dan waktu yang telah ditentukan  

3) Mengembalikan barang sewa pada akhir masa sewa dalam keadaan 

seperti sedia kala  

Itulah tanggung jawab dari masing masing pihak dalam perjanjian sewa 

menyewa mobil. 

 

E. Faktor-faktor Perbuatan Melawan Hukum 

1. Faktor Kesengajaan 

a.   Unsur-unsur pokok dari perbuatan melawan hukum yang terdapat 

dalam pasal 1365 BW adalah: 

1.     Adanya suatu perbuatan 

2.     Perbuatan tersebut melawan hukum 
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3.    Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan ataupun 

kelalaian) 

4.    Adanya kerugian bagi korban 

5.    Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. 

b.  Unsur kesalahan dianggap terpenuhi jika memenuhi salah satu 

diantara ketiga unsur berikut ini: 

1.   Ada unsur kesengajaan 

2.   Ada unsur kelalaian (negligence, culpa) 

3.     Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (misalnya: 

overmach, membeladiri, tidak waras dll) 

c. Unsur kesengajaan adalah sebagai berikut: 

1.    Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan 

2.   Adanya konsekuensi dari perbuatan 

3.    Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan 

konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan 

tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi 

tersebut. 

d.  Pada hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan 

kesengajaan tersebut, “rasa keadilan” meminta kepada hukum agar 

hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga 

dalam hal ini, hukum lebih menerima pendekatan yang “OBYEKTIF”.
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e.  Penggunaan pendekatan yang “OBYEKTIF” terhadap akibat dari 

perbuatan kesengajaan tersebut, membawa konsekuensi-konsekuensi 

yuridis sebagai berikut: 

1.    Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melanggar 

hukum yang lain dari yang terjadi. 

2.    Maksud sebenarnya untuk melakukan perbuatan melanggar 

hukum terhadap orang lain, bukan terhadap korban. 

3.   Tidak perlu punya maksud untuk merugikan atau maksud yang 

bermusuhan. 

4.    Tidak punya maksud, tetapi tahu pasti bahwa akibat tertentu akan 

terjadi. 

2. Faktor Kelalaian 

 Perbuatan Melawan Hukum dengan unsur kelalaian berbeda 

dengan unsur kesengajaan. Pada unsur kesengajaan, ada niat dalam hati 

dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau 

palling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari 

perbuatannya tersebut akan terjadi. Pada unsur kesengajaan tidak ada niat 

dalam hati pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tersebut. 

 Unsur kelalaian adalah sebagai berikut: 

1.    Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya 

dilakukan. 

2.    Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care). 

3.    Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut. 
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4.    Adanya kerugian bagi orang lain. 

5.    Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan 

perbuatan dengan kerugian yang timbul.
10

 

 

 

                                                           
10

 ony dyah, “Faktor penyebab perbuatan melanggar hukum.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan 

metode untuk menentukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi 

pada suatu saat di tengah masyarakat. 

Penelitian kualitatif yang penulis ambil ini bersifat lapangan, data 

didapat dari pemilik tempat sewa menyewa mobil yaitu menggunakan metode 

wawancara dan dokumentasi. 

 

B. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam 

pengumpulan datanya maka sumber data disebut narasumber. Sumber data 

dalam penelitian ini diperoleh dari. 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer peneliti yaitu dari sumber asli. Sumber data ini 

merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil sumber data primer dari pemilik jasa 

sewa menyewa kendaraan mobil bapak Deni Nur Cahyadi sebagai korban, 

dan penyewa mobil bapak Diki dan sebagai pelaku. 
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b.  Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen – 

dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek peneliti, 

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan        

perundang – undangan.  

 

C. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. 

Lebih lanjut Emzir menjelaskan bahwa, pengumpulan data 

berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi berupa dokumen 

pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal 

merupakan sumber data kualitatif. Teknik-teknik pengumpulan data tersebut 

dapat diuraikan sebagai      berikut: 

 

a. Wawancara  

Wawancara / Interview merupakan pengumpulan data dengan 

bertanya jawab langsung antara (petugas) peneliti dengan responden.   

Dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-

data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang telah disusun secara sistematis yaitu wawancara semi terstruktural. 

Wawancara dilakukan dengan Pemilik tempat sewa menyewa mobil yaitu 

bapak Deni Nur Cahyadi sebagai korban, bapak diki dan bapak dimas 



30 
 

 
 

sebagai pelaku. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-

barang tertulis. Di dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan- peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti 

memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah 

berdiri, dan sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai landasan teori dan 

penggunaan data yang akurat dalam menunjang        penelitian. 

 

D. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan  

lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.  

Analisis data dilakukan dengan menetapkan tujuan dan pertanyaan, 

mengumpulkan data, membersihkan data, menganalisis data, dan 

menginterpretasi, memvisualisasikan data dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. Metode analisis data yang peneliti 

gunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu tekhnik analisis data yang 

diperoleh (Berupa kata - kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan 

dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memeberikan 

paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam 

bentuk uraian naratif . 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Tentang Sewa Menyewa Mobil 

Sejarah Sewa-menyewa Deni Mobil 

 Deni mobil berdiri pada 25 April 2017, Deni mobil terletak di Desa 

Dabuk mkmur kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering ilir, Sumatra Selatan. 

Nama Pemilik Sewa menyewa mobil adalah Bapak Deni Nur Cahyadi. Pada 

tempat sewa menyewa mobil tersebut pertama kali hanya memiliki dua unit 

mobil, yaitu mobil bermerek avanza dan inova, seiring berjalanya waktu 

usaaha sewa menyewa Deni Mobil semakin berkembang dan hingga saat ini 

yang awalnya hanya memiliki dua unit kendaraan sekarang mempunyai tuju 

unit kendaraan dengan berbagai jenis dan tipe yang berbeda. Beliau 

menuturkan bahwa setiap hari selalu ada yang membutuhkan jasa sewa mobil 

tersebut. 

Bapak Deni Nur Cahyadi menceritakan awal mula berdirinya usaha sewa 

menyewa mobil yaitu: 

“Beliau mengatakan awal mula berdirinya deni mobil adalah karna saran dari 

teman dan beliau melihat peluang bisnis”.
1
 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa awal mula 

berdirinya Deni mobil karena pemilik mobil melihat peluang untuk berbisnis. 

Disini saya sebagai peneliti mewawancarai beberapa pihak yang bersangkutan 

                                                           
1
 Deni nur cahyadi, wawancara pemilik sewa, 6 Juli 2024. 
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Yang pertama dengan bapak diki beliau mengatakan “saya pernah sekali 

menyewa mobil ditempat sewa menyewa Deni car karna untuk keperluan 

kerja.
2
 Selanjutnya dengan bapak Ahamad beliau mengatakan bahwa “saya 

sudah menjadi langganan di tempat sewa Deni Mobil, saya menyewa mobil 

setidaknya hampir setiap hari untuk keperluan pekerjaan”.
3
 Selanjutnya 

dengan bapak Panca beliau mngatakan bahwa “saya pernah melakukan sewa 

menyewa mobil untuk berlibur bareng keluarga, tetapi saya tidak sering hanya 

waktu weekend saja”.
4
 Selanjutnya dengan bapak Aan beliau mengatakan 

“saya menyewa mobil untuk keperluan mudik, untuk menjenguk keluarga 

yang berada diluarr daerah, pada waktu itu saya menyewa mobil bermerek 

Avanza dengan waktu tiga hari”.
5
 Selanjutnya dengan ibu Puspita beliau 

mengatakan “pernah melakukan sewa mobil untuk keperluan keluar daerah 

menjemput anaknya yang pulang dari pesantren”.
6
 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan bahwa setiap orang yang akan menyewa menggunakan mobil 

yang disewa untuk keperluan yang berbeda-beda.  

B. Praktik Sewa-menyewa Mobil Pribadi Di Desa Dabuk Makmur, 

Kecamatam Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir. 

1.    Prosedur 

 Sewa-menyewa adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 

barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa. 

                                                           
2
 diki, wawancara pelaku, 25 Desember 2024. 

3
 Ahmad, wawancara penyewa, 6 Juli 2024. 

4
 Panca, wawancara penyewa, 6 Juli 2024. 

5
 Aan, wawancara penyewa, 6 Juli 2024. 

6
 Puspita, wawancara penyewa, 7 Juli 2024. 
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Sedangkan sewa-menyewa dapat diartikan sebagai perjanjian konseptual, 

artinya sebuah perjanjian itu sah setelah terjadinya kesepakatan antara 

kedua belah pihak. Transaksi sewa-menyewa mobil sudah sering terjadi 

di Desa Dabuk Makmur dengan penyewa yang notabenya adalah warga 

setempat da nada juga dari warga luar. Maka dari itu pihak penyewa 

memberikan prosedur yang harus dipatuhi oleh para penyewa agar dapat 

melakukan sewa menyewa mobil. Beliau mengatakan: 

“Kalau buat sewa mobil ditempat saya itu biasanya menguhubungi saya 

terlebih dahulu lewat no whaatsap, nanya dulu apakah unit yang mau 

disewa itu ready engga, tapi ada juga yang langsung datang ke tempat 

saya, biasanya yang nanya-nanya lewat no whaatsap itu orang-orang desa 

sini dan yang langsung ketempat saya itu biasanya dari luar desa. Di 

tempat saya ini ada dua sistem sewa yang pertama itu sewa jangka pendek 

yaitu dari dua belas jam sampai satu minggu, dan yang kedua itu sewa 

jangka panjang yaitu dari satu minggu lebih atau bulan, dan yang palin 

lama menyewa tempat saya adalah satu bulan.
7
 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapatkan bahwa 

prosedur sewa Deni Mobil tidak jauh berbeda dengan prosedur penyewaan 

pada usaha sewa lainya. Orang yang ingin menyewa mobil bertanya 

dahulu apakah mobil yang disewa ada atau tidak melalui whaatsap atau 

bisa dengan datang secara langsung. 

 

                                                           
7
 Deni nur cahyadi, wawancara pemilik sewa. 



34 
 

 
 

2.  Syarat  

 Persyaratan yang harus dipenuhi untuk sewa ditempat saya: 

Pertama itu harus sudah memiliki KTP foto penyerahan kunci, dan 

meninggalkan barang sebagai jaminan seperti sepeda motor beserta STNK 

nya, itu untuk syarat orang-orang dari luar desa, tapi kalok orang desa sini 

ya saya hanya suruh untuk menyerahkan KTP sama foto penyerahan kunci 

saja.
8
 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mendapati bahwa 

syarat menyewa mobil yaitu berupa KTP dan foto penyerahan kunci bagi 

warga setempat dan untuk warga luar desa adalah KTP, barang jaminan, 

dan juga foto penyerahan kunci. 

3.  Pembayaran 

 Daftar harga-harga dan jangka waktu dalam sewa ditempat saya 

“Yang pertama itu sewa dalam waktu dua belas jam untuk sekarang itu 

200.000 rupiah, sedangkan kalok satu hari itu 300.000 rupiah, kalok satu 

minggu itu 2.000.000 rupiah dan kalok yang satu bulan itu 7.000.000 

rupiah, sistem pembayaranya dibayar separo dulu sedangkan pelunasanya 

dilakukan bersamaan dengan pengembalian mobil”.
9
 

 Berdasarkan wawancara dengen pemilik sewa Deni Mobil 

mengenai sistem pembayaran dalam sewa mobil yaitu wajib membayar 

                                                           
8
 Deni nur cahyadi. 

9
 Deni nur cahyadi. 
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uang sebesar setengah dari harga sewa tersebut sedangkan pelunasanya 

dilakukan bersamaan dengan pengembalian barang. 

Selanjutnya wawancara penulis dengan Bapak Diki selaku penyewa mobil 

mengatakan “pada waktu itu untuk semua merek mobil memiliki harga 

sewa yang sama namun pada waktu itu saya menyewa mobil bermerek 

inova dengan jangka waktu 1 bulan”.
10

 Ahmad selaku pihak penyewa 

mobil, “menyatakan bahwa harga sewa Deni Mobil adalah harganya sama 

namun pada saat melakukan penyewaan, penyewa menggunakan mobil 

berjenis Avanza selama 7 hari dengan harga sewa sebesar Rp. 2.000.000. 

Untuk pembayarannya itu separuh harga dulu baru sisanya bayar pas 

bareng mulangin mobil”.
11

 Hal yang sama dinyatakan dalam wawancara 

penulis dengan Panca selaku pihak penyewa mobil, “menyatakan bahwa 

harga sewa Deni Mobil adalah harganya sama semua jenis mobil 12 jam 

Rp. 200.000 dan 24 jam Rp. 300.000, namun pada saat melakukan 

penyewaan, penyewa menggunakan mobil berjenis Inova selama 12 jam 

dengan harga sewa sebesar Rp. 200.000. Pembayaran diawal adalah 

separuh harga sisanya bareng dengan pengembalian mobil”.
12

 Kemudian 

wawancara penulis dengan Aan selaku pihak penyewa mobil, 

“menyatakan bahwa harga sewa Deni Mobil adalah harganya sama, namun 

pada saat melakukan penyewaan, penyewa menggunakan mobil berjenis 

Avanza selama 3 hari dengan harga sewa sebesar Rp. 900.000.  

Menggunakan pembayaran DP sebesar 450.000 pembayaran dan sisanya 

                                                           
10

 Diki, wawancara pelaku. 
11

 Ahmad, wawancara penyewa. 
12

 Panca, wawancara penyewa. 
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dibayarkan bareng dengan pengembalian barang”.
13

 Kemudian wawancara 

penulis dengan Puspita selaku pihak penyewa mobil, “menyatakan bahwa 

harga sewa Deni Mobil adalah harganya sama semua jenis mobil 12 jam 

Rp. 200.000 dan 24 jam Rp. 300.000, namun pada saat melakukan 

penyewaan, penyewa menggunakan mobil berjenis Xenia selama 1 hari 

dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000. Pembayaran bisa diawal atau 

setelah pengembalian mobil”.
14

 

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada para penyewa mobil 

adalah semuanya sepakat bahwa pembayaran yang harus dilakukan adalah 

membayar terlebih dahulu setengah harga dari harga total dan melukan 

pelunasan pada saat pengembalian barang. 

 

C. Faktor-faktor Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Sewa-

menyewa Mobil. 

1. Faktor Kesengajaan 

a.  Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan. 

b.  Adanya konsekuensi dari perbuatan. 

c.  Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan 

konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan 

tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut. 

d.  Pada hubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya 

tindakan kesengajaan tersebut, “rasa keadilan” meminta kepada 

                                                           
13

 Aan, wawancara penyewa. 
14

 Puspita, wawancara penyewa. 
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hukum agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan 

tersebut, sehingga dalam hal ini, hukum lebih menerima pendekan 

yang “OBYEKTIF”. 

e. Penggunaan pendekan yang “OBYEKTIF” terhadap akibat dari 

perbuatan kesengajaan tersebut, membawa konsekuensi yuridis. 

2. Faktor kelalaian 

a.   Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya 

dilakukan. 

b.   Adanya suatu kewajiban kehai-hatian (duty of care). 

c.   Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut. 

d.   Adanya kerugian bagi orang lain. 

 e.  Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan 

perbuatan dengan kerugian yang timbul. 

Adapun peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa 

pihak yang bersangkutan: 

Yang pertama dengan bapak Deni nur cahyadi beliau menjelaskan 

bahwa “pernah terjadi kasus besar dan beberapa kasus kecil di tempat 

sewa menyewa Deni Mobil pada tahun 2018 dan 2021 yaitu terjadi kasus 

bersar tidak dikembalikan mobil yang disewa, dan beliau menjelaskan 

bahwa pelaku-pelaku sudah diamankan oleh pihak yang berwenang dan 

pada waktu itu saya diberitahu oleh pihak yang berwenang bahwa kedua 

kasus tersebut dilakukan oleh para pelaku dengen sengaja, karna para 

pelaku melakukan perbuatan dengan kesadaran untuk melakukan dan 
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perbuatan tersebut melanggar hukum selanjutnya itu murni kesalahan dari 

pelaku serta menimbulkan kerugian pada korban dan adanya hubungan 

kasual anatar perbuatan dan kerugian dan itu semua mencakup unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan”.
15

  

Selanjutnya wawancara dengan bapak Diki selaku pelaku, beliau 

mengatakan “saya pernah melakukan kejahatan menggadaikan mobil yang 

saya sewa pada tempat sewa Deni Car itu terjadi sekitar tahun 2021, pada 

waktu itu saya sudah merasa putus asa karena banyak utang, hasil dari 

saya kerja habis buat main judi, dari situ saya tiba-tiba kepikiran untuk 

menggadaikan mobil yang saya sewa, pada awalnya saya mikir mau nebus 

mobil tersebut, tapi gaada uang buat menebus mobil itu”.
16

  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa 

telah terjadi kasus besar pada tahun 2021 dan kasus tersebut murni 

dilakukan dengan kesengajaan, karna saat melakukan perbuatan tersebut 

adanya kecocokan unsur-unsur kesengajaan dalam hukum karna para 

pelaku melakukan perbuatan dengan kesadaran untuk melakukan dan 

perbuatan tersebut melanggar hukum selanjutnya itu murni kesalahan dari 

pelaku serta menimbulkan kerugian pada korban dan adanya hubungan 

kasual anatar perbuatan dan kerugian. 

Selanjutnya dengan bapak Ahmad beliau menerangkan  

“alhamdulillah saya tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan 

pihak penyewa, karna saya kenal dekat dengan pemilik temat sewa 

                                                           
15

 Deni nur cahyadi, wawancara pemilik sewa. 
16

 Diki, wawancara pelaku. 
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menyewa mobil tersebut”.
17

 Selanjutnya dengan bapak Panca beliau 

menuturkan “saya sudah menjadi pelanggan di tempat sewa-menyewa 

Deni Mobil dan alhamdulilah semua lancar”.
18

 Selanjutnya dengan bapak 

Aan “saya pernah melakukan perbuatan yang merugikan bagi pihak yang 

menyewakan mobil, saya melakukan itu bukan karna sengaja saya 

melakukanya, melainkan karna tidak sengaja menggores sedikit bodi 

mobil karna menyerempet, dan pada waktu itu saya dikenakan denda ganti 

rugi untuk membenarkan bodi yang lecet itu”.
19

 Selanjutnya dengan ibu 

puspita beliau mengucapkan “ saya pernah melakukan perbuatan dengan 

sengaja tidak mengembalikan mobil sewaan tepat waktu karna pada waktu 

itu saat waktu pengembalian mobil saya harus menggunakan mobil 

tersebut untuk menjemput anak saya di luar daerah karan baru pulang dari 

pesantren, dan pada waktu itu saya dikenakan denda”.
20

 

Dari wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa didalam 

praktik sewa-menyewa mobil terdapat beberapa faktor perbuatan melawan 

hukum antara lain: 

1. Karna unsur kesengajaan 

2. Karna unsur kelalaian 

 

 

                                                           
17

 Ahmad, wawancara penyewa. 
18

 Panca, wawancara penyewa. 
19

 Aan, wawancara penyewa. 
20

 Puspita, wawancara penyewa. 
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D. Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Sewa Menyewa Dalam 

KHES 

Sewa Menyewa (Ijarah) adalah perjanjian pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertantu melalui 

pembayaran sewa/upah. Sedangkan Sewa Menyewa dapat diartikan sebagai 

perjanjian konseptual, artinya sebuah peranjian itu sah setelah terjadinya 

kesepakatan antara kedua para pihak terhadap hal yang disepakati mengenai 

barang dan harga. Dengan demikan menjadi kewajiban pihak terhadap 

penyerahan barang dan yang satunya berkewajiban untuk membayar. Akan 

tetapi dalam kontek ini barang yang diserahkan bukan menjadi hak milik 

tetapi hanya dinikmati atau di gunakan manfaatnya. Sewa menyewa diatur 

dalam pasal 20 angka 9 KHES yaitu tentang “Sewa barang dalam jangka 

waktu tertentu dengan pembayaran”. 

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, 

ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan 

melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang 

lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang 

melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian 

kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan 

melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau 

di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan 

perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai nilai kesopanan yang 
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berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum 

yang berlaku dalam lapangan hukum.
21

 

Pada hakikatnya yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam 

bermuamalah menurut prinsip dasar hukum ekonomi syariah adalah syariat 

Islam melarang adanya perbuatan bahaya dan yang membahayakan. Hal ini 

berdasarkan keterangan Rasulullah SAW “Bahwasanny Rasulullah Saw 

bersabda: tidak boleh memudaratkan oleh lain dan tidak boleh dimudaratkan” 

Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan orang lain baik yang 

dilakukan secara sengaja maupun tidak, pelakunya harus bertanggung jawab 

terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul.  

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan 

hukum sebagai berikut: 

1.  Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan  

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan 

maupun kelalaian)  

3.  Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.  

Menurut Rosa Agustina (2003) dalam bukunya Perbuatan Melawan 

Hukum, Pasca Sarjana FH UI merumuskan perbuatan melawan hukum harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan 

dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan 

dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, 

                                                           
21

 “Perbuatan melawan hukuam (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata” Jurnal 

Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (1 September 2020): 54, 

https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651. 
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keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
22

 

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum 

perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW).  Dimana bunyi dari Pasal tersebut 

adalah: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Dari uraian di atas unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan 

hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan 

dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 

1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan 

kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang 

dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya 

perjanjian.
23

 

Berdasarkan penelitian dari sewa menyewa Deni Mobil yang terjadi di 

Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir. Terdapat 

Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pihak penyewa yaitu dengan 

kesengajaan atau kelalaian. Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh 

penyewa yaitu; tidak dikembalikanya mobil yang disewa dengan sengaja, dan 

ada juga yang terlambat saat memulangkan mobil sewaan baik karna 

kesengajaan ataupun kelalaian. Perbuatan Melawan Hukum dalam sewa 

menyewa tidak dibenarkan dalam Islam karna dapat merugikan salah satu 

                                                           
22

 Ibid.  
23

 Ibid., 55. 
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pihak. Upaya yang dilakukan dari pihak pemilik sewa Deni Mobil adalah 

memberikan sanksi, akan tetapi sanksi yang diberikan dari beberapa kasus 

yang telah terjadi itu berbeda, ketika perbuatan melawan hukum sudah terlalu 

merugikan baginya seperti tidak dikembalikan mobil yang disewa maka 

biarkan hukum yang berbicara dan akan dikenakan denda tambahan, dan 

kalau perbuatan melawan hukum itu hanya sekedar keterlambatan dalam 

mengembalikan mobil sewaan itu hanya akan dikenakan sanksi denda berupa 

uang tunai. 

Menurut hasil penelitian, perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di 

Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir sudah 

memenuhi syariat islam dimana sebuh perjanjian sewa-menyewa memiliki 

rukun dan syarat, rukun didalam perjanjian sewa menyewa mobil adalah 

adanya kedua belah pihak yaitu pemilik sewa dan penyewa yang membuat 

kesepakatan, adanya mobil yang disewakan, dan adanya harga atau nilai pada 

barang yang disewakan. Tujuan sewa menyewa mobil yaitu untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang ingin mengikuti perkembangan zaman, 

dikarnakan banyak masyarakat yang kurang mampu untuk membeli unit 

mobil sendiri. Subyek dalam perjanjian sewa menyewa ini adalah pemilik 

sewa dan penyewa, sedangkan objeknya adalah mobil yang disewa, kedua 

belah pihak melakukan perjanjian dengan kerelaan dan keridhoan dalam 

melakukan perjanjian sewa menyewa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor perbuatan melawan hukum yang terjadi pada sewa menyewa 

mobil di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, Ogan Komering 

Ilir adalah karna kesengajaan dan kelalaian, faktor kesengajaan yaitu 

melakukan perbuatan melawan hukum secara sadar dan adanya 

konsekuensi dari perbuatan tersebut serta menimbulkan kerugian bagi 

korban, sedangkan faktor kelalaian adanya suatu perbuatan atau 

mengabaikan sesuatu yang semestinya, adanya suatu kewajiban kehati-

hatian, tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut, dan adanya 

hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan 

dengan kerugian yang timbul. 

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap faktor-faktor perbuatan melawan hukum 

dalam Sewa-menyewa Mobil di Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji 

Raya, Ogan Komering Ilir adalah Pada hakikatnya yang harus dilakukan 

oleh setiap individu dalam bermuamalah menurut prinsip dasar hukum 

ekonomi syariah adalah syariat Islam melarang adanya perbuatan bahaya 

dan yang membahayakan. Hal ini berdasarkan keterangan Rasulullah 

SAW “Bahwasanny Rasulullah Saw bersabda: tidak boleh memudaratkan 
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oleh lain dan tidak boleh dimudaratkan” Oleh karena itu, setiap tindakan 

yang merugikan orang lain baik yang dilakukan secara sengaja maupun 

tidak, pelakunya harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan 

kerugian yang timbul.  

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Dabuk 

Makmur, Kecamatam Mesuji Raya, Ogan Komering Ilir, peneliti memberikan 

saran terhadap praktik sewa menyewa mobil antara lain: 

1. Untuk pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, 

mampu mematuhi kesepakatam yang telah disepakati oleh kedua belah 

pihak, dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dijalani 

pada perjanjian sewa-menyewa. 

2. Untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum dalam praktik 

sewa menyewa mobil diharapkan pihak penyewa lebih memperhatikan 

syarat-syarat agar lebih-lebih lagi menambah syarat yang diperlukan agar 

dapat mengurangi resika terjadinya perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan olehh pihak yang tidak bertanggung jawab. 
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